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ABSTRACT 
Corruption is very detrimental to the State in terms of the economy and 
inhibits national development and therefore must be eradicated in terms of realizing 
a just and prosperous society. Corruption is an act that harms the State directly or 
indirectly. Indonesia has several law enforcement tools in corruption, including: 
Corruption Eradication Commission (KPK), Attorney General of the Republic of 
Indonesia, Indonesian National Police, Corruption Court (Judiciary) has their 
respective duties and authorities in combating corruption State financial losses 
arise due to corruption committed by a government official or employee or 
corporation. Restitution of state financial losses in Law No. 31 of 1999 Jo. Law No. 
20 of 2001 concerning eradicating criminal acts of corruption is an act that 
although it has returned state financial losses but does not eliminate criminal 
sanctions against perpetrators of corruption. 
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ABSTRAK 
Tindak pidana korupsi sangat merugikan Negara dalam segi perekonomian 
dan menghambat pembangunan nasioanal maka dari itu harus di berantas dalam hal 
mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Korupsi merupakan perbuatan yang 
merugikan Negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Indonesia 
memiliki beberapa perangkat penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi antara 
lain : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Republik Indonesia, 
Kepolisian Republik Indonesia, Pengadilan Tipikor (Kehakiman) mempunyai tugas 
dan wewenang nya masing-masing dalam memberantas tindak pidana korupsi. 
Pengembalian kerugian keuangan Negara adalah perbuatan mengembalikan atas 
suatu keadaan keuangan Negara yang dianggap sebagai suatu kerugian yang 
dialami oleh suatu organisasi. Kerugian keuangan Negara timbul akibat adanya 
perbuatan korupsi yang dilakukan oleh  seseorang  pejabat atau pegawai pemerintah 
ataupun korporasi. Pengembalian kerugian keuangan Negara dalam Undang-
Undang  No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang 
pemberantasan tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan yang meskipun sudah 
mengembalikan kerugian keuangan Negara tetapi tidak menghilangkan sanksi 
pidana terhadap pelaku korupsi.  
Kata Kunci : Korupsi, Pengembalian Kerugian Keuangan Negara 
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PENDAHULUAN 
Tindak pidana korupsi sangat merugikan Negara dalam segi perekonomian 
dan menghambat pertumbuhan pembangunan nasioanal, maka dari itu harus 
diberantas dalam hal mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Istilah korupsi 
berasal dari bahasa latin corupotio atau corruptus2 yang berarti kerusakan atau 
kebobrokan. Korupsi adalah perbuatan yang merugikan negara baik secara 
langsung maupun tidak langsung. Sejarah membuktikan bahwa tiap negara 
dihadapkan pada masalah korupsi. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah 
semakin familiar dikalangan warga negara Indonesia. Peningkatannya saat ini, baik 
kualitas kejahatannya maupun kuantitas kasus yang sudah terjadi, selalu saja 
mengalami penambahan pelaku korupsi dari tahun ke tahun. 
Korupsi telah mengeksistensikan dirinya sebagai kultur yang betul-betul 
dihalalkan oleh sejumlah elitis bangsa. Susul menyusun elemen kekuasaan dan 
mitranya terjaring aparat penegak hukum (KPK). Kasus korupsi menjadi 
representasi kalau stigma kultur korupsi sudar benar-benar membumi di negeri ini 
tidaklah berlebihan. Kultur menghabiskan kekayaan (uang) secara illegal ini telah 
membuat Negara hukum ini terpuruk ke titik terendah.3  
Upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan antara lain dengan merevisi 
Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, revisi terakhir 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur berbagai strategi pemberantasan korupsi, 
Undang-Undang Tipikor mengamanatkan dibentuknya lembaga khusus 
pemberantasan korupsi dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), KPK 
mempunyai wewenang yang dimilikinya adalah untuk menyelidiki, menyidik, dan 
menuntut setiap orang, pegawai negeri, penyelenggara Negara, dan bahkan 
 
2  Deni RM, Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi, Mandar Maju, Bandung, 
1994, hlm. 6 
3  Abdul Wahid, 2017, Korupsi yang Merakyat, https://www.timesindonesia.co.id  Akses 11 
Januari 2020 
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korporasi yang diduga telah melakukan korupsi sehingga menimbulkan kerugian 
pada keuangan Negara.4 
Selanjutnya, dalam menangani tindak pidana korupsi sebagaimana 
disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 
Republik Indonesia Pasal 30 ayat (1) huruf d yakni: ”Bahwa jaksa berperan 
melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-
Undang” tugas yang dilakukan oleh jaksa dalam penyidikan yaitu mengumpulkan 
data serta bahan-bahan keterangan yang mendukung akibat terjadinya tindak pidana 
tertentu seperti korupsi yang harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang sifatnya mengikat, tidak 
pandang bulu atau tanpa melihat jumlah banyak atau sedikitnya dana yang di 
korupsi maka tetap harus dipidanakan supaya mendapat efek jera, namun dalam 
perkembangannya surat edaran terhadap pelaku yang mengembalikan kerugian 
keuangan Negara yang jumlahnya kecil perkaranya tidak ditindaklanjuti. 
Prioritas dan pencapaian dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi 
didasarkan atas kesadaran pelaku korupsi bahwa dengan kesadarannya untuk 
mengembalikan kerugian keuangan Negara yang nilainya relatif kecil sehingga 
perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti karena akan sangat besar biaya 
persidangan sehingga akan sangat merugikan Negara. 
Dampak dari adanya tindak pidana korupsi itu menyebabkan terhambatnya 
proses pembangunan Negara kearah yang lebih baik, yaitu peningkatan 
kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan rakyat.5  Peraturan hukum 
pemberantasan korupsi sekarang ini telah mengatur norma hukum yang bersifat 
kejahatan luar biasa. Oleh karena sifat norma hukum yang seperti itu, tentunya 
penyelesaian dapat diterima sebagai pembenaran dengan metode khusus yang 
merujuk pada asas hukum bahwa kaedahnya menyampingi ketentuan-ketentuan 
yang biasa. 
Jika hal ini dibiarkan, maka akan semakin banyak pelaku korupsi dalam 
skala kecil yang akan terjadi. Hal ini dikarenakan karena perkara tersebut tidak akan 
di proses secara hukum, melainkan hanya akan dituntut untuk mengembalikan 
 
4  Aziz Syamsyudin, Tindak Pidana Khusus, Jakarta; Sinar Grafika, 2011. Hlm 193 
5  Guntur Rambey, Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui 
Pembayaran Uang Pengganti dan Denda, Volume 1, Sumatra Utara; 2016,  hlm. 137-161 
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kerugian Negara yang sudah ditimbulkan. Kejahatan korupsi yang dilihat sebagai 
perbuatan yang akan berdampak buruk terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat 
menuntut adanya penanganan secara tegas. Maka dari itu, para pelaku tindak pidana 
korupsi harus diberikan sanski pidana yang setimpal atas perbuatan yang sudah 
dilakukan.; tujuan pemidanaan bagi koruptor adalah sebagai upaya untuk 
melakukan pembalasan supaya pelaku tindak pidana korupsi jera sehingga tidak 
akan mengulangi perbuatannya yang sama dikemudian hari. Dikeluarkannya Surat 
Edaran No. B1113/F/FD.1/05/2010 oleh Kejagung berpotensi menjadi peluang 
besar bagi para pelaku koruptor Untuk melakukan tindak pidana korupsi. Hal 
demikian sangat bertentangan dengan tujuan dari pemberantasan tindak pidana 
korupsi yang membuat jera para pelaku korupsi.    
Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan 
meneliti permasalahan sebagai berikut: Apa pertimbangan hukum terhadap pelaku 
korupsi yang mengembalikan kerugian keuangan negara menurut Surat Edaran 
Jaksa Agung No. B1113/F/FD.1/05/2010?, Apa perbedaan yang ada dalam Surat 
Edaran Jaksa Agung No. B1113/F/FD.1/05/2010 dengan Undang-Undang No. 31 
tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 mengenai pengembalian 
kerugian keuangan negara? Dan Bagaimana proses hukum perkara korupsi di 
Indonsia ditegakkan setelah dikeluarkannya Surat Edaran Jaksa Agung  No. 
B1113/F/FD.1/05/2010?   
Tujuan Penelitian yaitu: Untuk Mengetahui pertimbangan hukum terhadap 
pelaku korupsi yang mengembalikan kerugian keuangan Negara mneurut Surat 
Edaran Jaksa Agung no. B1113/F/FD.1/05/2010, Untuk mengetahui perbedaan 
yang ada dalam Surat Edaran Jaksa Agung No. B1113/F/FD.1/05/2010 dengan 
Undang-Undang No. 30 tahun 1999 jo. Undang-Undang no. 20 Tahun 2001 
mengenai pengembalian kerugian keuangan negara. Dan Untuk mengetahui proses 
hukum perkara korupsi di indonsia ditegakkan setelah dikeluarkannya Surat Edaran 
Jaksa Agung No. B1113/F/FD.1/05/2010. 
Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, 
yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer 
maupun bahan hukum sekunder. Penelitian hukum normative atau kepustakaan 
tersebut mencangkup penelitian terhadap asas-asas hukum.  Yaitu penelitian hukum 
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yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, buku-buku atau jurnal. 
Sedangkan pendekatan masalah  yang dipakai dalam penelitian ini adalah 
pendekatan Undang-Undang, Konsep dan kasus hukum. Kemudian tehnik 
pengumpulan bahan hukum adalah dengan Studi Pustaka dan Studi Dokumen. 
PEMBAHASAN 
Pertimbangan Hukum Terhadap Pelaku Korupsi yang Mengembalikan 
Kerugian Keuangan Negara Menurut Surat Edaran Jaksa Agung No. 
B1113/F/FD.1/05/2010 
Dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan 
nilai kerugian yang kecil dengan menjadikan Surat Edaran sebagai acuan dalam 
penegakan hukum, aparat penegak hukum (Jaksa) harus mempertimbangkan 
kepentingan dan manfaat dalam menggunakan isi Surat Edaran sebagai acuan 
dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan 
kerugian negara yang kecil dalam rangka mewujudkan keadilan. Dasar 
pertimbangan dikeluarkannya Surat Edaran yaitu adalah nilai kerugian negaranya 
tidak seimbang dengan besarnya biaya penanganan perkara TIPIKOR dalam DIPA 
Kejaksaan, akan lebih baik dikembalikan uang yang di korupsi dan tidak perlu 
ditindaklanjuti karena anggaran yang dikeluarkan lebih besar. 
Contoh Kasus: Rosidah Bin Sulaiman, dengan kasus Dugaan 
Penyimpangan dana bantuan operasional sekolah (BOS) SDN 1 Curup Guruh 
Kecematan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara 2008-2010 dengan 
Jumlah Rp.11.511.550 (sebelas juta lima ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh 
Rupiah)  
Berdasarkan contoh kasus di atas, Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 
B1113/F/FD.1/05/2010 dihubungkan dengan penegakan hukum oleh kejaksaan. 
Jika diteliti Surat edaran ini sebenarnya ingin melihat bahwa penanggulangan 
korupsi yang terkait dengan kerugian Negara, sepanjang kerugiannya relative kecil 
dan pelaku dengan kesadaran sendiri telah mengembalikan seluruh kerugian 
tersebut maka bisa diselesaikan diluar pengadilan (restorative justice) 
Dengan dasar pertimbangannya: nilai kerugian keuangan Negara tidak 
sebanding dengan besarnya biaya penanganan tindak pidana korupsi dalam DIPA 
Kejaksaan “akan lebih baik dikembalikan uang yang dikorupsi dan tidak perlu 
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ditindaklanjuti karena anggaran yang dikeluarkan lebih besar”. Lahir dari tujuan 
hukum tersebut, maka sebenarnya terjadi pengembalian kerugian Negara oleh 
pelaku. Tindak pidana korupsi ialah akan jauh lebih berfaedah daripada 
menghukum pelaku sementara kerugian keuangan Negara dapat dikembalikan. 
Perihal pernyataan diatas sesuai dengan pernyataan Mahfud Kusuma yang 
dikutip Faisal dasar Filosofi dari hukum ialah “hukum adalah suatu instusi yang 
bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan 
membuat manusia bahagia.6 Secara yuridis, kejaksaan sebenarnya diberi wewenang 
oleh undang-undang yang sering disebut dengan asas oportunitas. Asas oportunitas 
merupakan kewenangan untuk menyampaikan perkara demi kepentingan umum 
dengan cara tidak melakukan penuntutan, KUHAP mengatur ini dalam pasal 14. 
Penyampingan perkara yang dilakukan oleh Jaksa bukan untuk kepentingan hukum, 
tetapi untuk kepentingan Negara. Bahwa dikaitkan dengan Surat Edaran Jaksa 
Agung tersebut, bisa saja apa yang dilakukan jaksa dengan tidak melakukan 
penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan Negara kecil 
untuk cara menerapkan asas oportunitas tersebut. Pertimbangan jaksa menjalankan 
asas oportunitas tidak semata-mata untuk kepentingan umum, tetapi juga karena 
alas an untung ruginya bila perkara tersebut diteruskan ke pengadilan. Untung rugi 
ini bisa dikaitkan dengan dana yang harus dikeluarkan dibanding manfaat yang 
akan diperoleh. Kerugian Negara yang kecil sementara pengeluaran keuangan 
Negara yang besar untuk melanjutkan perkara bisa dijadikan bahan pertimbangan. 
Perbedaan Yang Ada Dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor. 
B1113/F/FD.1/05/2010 Dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. 
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Mengenai Pengembalian Kerugian 
Keuangan Negara 
Adapun Isi dari Surat Edaran Jaksa Agumg Nomor B1113/F/FD.1/05/2010 
adalah penanganan perkara tindak pidana korupsi di prioritaskan kepada 
pengungkapan perkara yang bersifat big fish (berskala besar) dan still going on 
(tindak pidana korupsi yang dilakukan secara terus menerus atau berkelanjutan) 
supaya dalam penegakan hukum mengedepankan rasa keadilan masyarakat, 
khususnya untuk pelaku korupsi yang dengan kesadarannya telah mengembalikan 
 
 6 Faisal, Memahami Hukum Progresif, Thafa Media, Yogyakarta; 2014, hlm. 89 
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kerugian keuangan Negara dan berhubungan dengan tindak pidana korupsi yang 
nilai kerugiannya kecil perlu untuk dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti. 
Dan diharapkan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tidak saja 
menimbulkan efek jera, tetapi lebih mengedepankan upaya penyelamatan kerugian 
keuangan Negara. 
Sedangakan isi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu :7  
“Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak 
menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 dan Pasal 3”  
Perbedaan yang terdapat dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 
B1113/F/FD.1/05/2010 dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi adalah Surat Edaran Jaksa Agung lebih Mengedepankan upaya 
penyelamatan keuangan Negara dan terkait dengan perkara tindak pidana korupsi 
yang nilai kerugian keuangannya kecil perlu untuk dipertimbangkan untuk tidak 
ditindaklanjuti. Sedangkan UU Tipikor sendiri menegaskan bahwa ketika pelaku 
tindak pidana korupsi mengembalikan kerugian keuangan Negara tidak 
menghapuskan tindak pidana itu sendiri. 
Proses Hukum Perkara Korupsi di Indonesia ditegakkan Setelah 
Dikeluarkannya Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B1113/F/FD.1/05/2010 
Meskipun telah dikeluarkannya Surat Edaran Jaksa Agung  No. 
B1113/F/FD.1/05/2010 untuk memfokuskan penanganan terhadap tindak pidana 
korupsi dengan kerugian Negara yang besar, namun masih saja tindak pidana 
korupsi dengan kerugian yang kecil banyak diproses untuk disidangkan di 
pengadilan. Petunjuk seperti itu bertitik tolak dari perhitungan, biaya yang harus 
dikeluarkannya untuk penanganan setiap perkara jauh lebih tinggi daripada 
kerugian akibat korupsi tersebut. Ibarat besar pasak daripada tiang akan sangat 
 
7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
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janggal apabila upaya mengembalikan kerugian Negara justru menghasilkan beban 
keungan Negara yang jauh lebih besar. 
Penegakan hukum  terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian 
keuangan Negara yang kecil, yang terdapat dalam Surat Edaran Jaksa Agung No. 
B1113/F/FD.1/05/2010 karena peraturan yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana 
korupsi serta fakta dan bukti yang sudah didapatkan sangat relevan sehingga 
meskipun korupsi tersebut menimbulkan kerugian Negara yang kecil tetap 
dilanjutkan karena telah memenuhi fakta dan tindakan yang melanggar Undang-
Undang tindak pidana korupsi yang telah memenuhi unsur-unsur pasal yang 
terdapat dalam Undang-Undang antara lain Pasal 2 sampai Pasal 20 dalam Undang-
Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang 
pemberantasan korupsi maka harus disidangkan dipengadilan untuk memperoleh 
putusan yang berkekuatan hukum yang tetap sehingga perbuatan melawan hukum 
yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi tidak ada alasan untuk 
diberhentikannya penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh aparat penegak 
hukum (penyidik, penuntut umum, dan hakim) sehingga walaupun hasil 
perhitungan kerugian keuangan Negara yang disebabkan oleh pelaku tindak pidana 
korupsi sangat kecil tetap akan diproses sampai pengadilan karena berdasarkan 
ajaran sifat melawan hukum formil dan materil perbuatan tersebut tidak bisa 
dihapus. 
Jaksa Agung mempunyai kekuatan hukum dalam mengeluarkan suatu 
kebijakan terkait dengan instansi tempat Jaksa Agung bernaung, sehingga dapat 
dikatakan Surat Edaran Jaksa Agung No. B1113/F/FD.1/05/2010 yang dikeluarkan 
Jaksa Agung tersebut karena Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang yang 
sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam menentukan kebijakan 
terkait dengan penanganan korupsi. 
Terkait dengan penegakan hukum yang dilakukan kejaksaan terhadap tindak pidana 
korupsi dengan nilai kerugian yang kecil setelah dikeluarkannya Surat Edaran Jaksa 
Agung, kejaksaan tetap melanjutkan proses peradilan terhadap kasus korupsi yang 
nilai kerugiannya kecil karena untuk menjaga hukum dan masyarakat tetap pada 
koridornya sehingga terciptanya tatanan sosial yang stabil, karena sifat antara 
hukum dan masyarakat yang saling berpengaruh dapat menyebabkan ke tidak 
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stabilan ketika jaksa dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang 
kecil mengacu pada Surat Edaran Jaksa Agung. 
Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa walaupun Jaksa 
Agung memiliki kewenangan seperti mengeluarkan kebijakan yaitu Surat Edaran 
tetapi kebijakan tersebut tidak memliki kekuatan atau dasar hukum yang kuat 
seperti peraturan perundang-undangan sehingga dalam penegakan hukum terhadap 
tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan Negara yang kecil yang dilakukan 
kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum tetap akan melanjutkan proses 
peradilan sampai tahap persidangan hingga keluarnya putusan pengadilan yang 
tetap. Sehingga sebagian besar jaksa yang berada di daerah Kabupaten ketika 
menangani kasus tindak pidana korupsi tetap menindak lanjuti kasus tersebut tanpa 
memperhatikan Surat Edaran Jaksa Agung yang menghimbau kepada jaksa untuk 
mengesampingkan tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan Negara yang 
kecil. 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
Berdasarkan dari perumusan masalah yang penulis kemukakan secara data 
dengan penulisan yang sudah dilaksanakan, maka dapat diambil sbuah kesimpulan 
dari pembahasan skripsi sebagai berikut: 
1. Dasar pertimbangan nya adalah nilai kerugian keuangan Negara tidak 
sebanding dengan besarnya biaya penanganan perkara tipikor dalam 
kejaksaan “akan lebih baik dikembalikan uang sudah dikorupsi dan tidak 
perlu ditindak lanjuti karena anggaran yang dikeluarkan lebih besar”. Naka 
sebenarnya terjadinya pengembalian kerugian keuangan Negara oleh 
pelaku. Sedangkan kejaksaan diberi wewenang oleh Undang-Undang yang 
sering disebut dengan asas oportunitas merupakan kewenangan untuk 
menyampaikan perkara demi kepentingan umum dengan cara tidak 
melakukan penuntutan, KUHAP mengatur ini dalam Pasal 14. 
Penyampingan perkara yang dilakukan oleh Jaksa bukan untuk kepentingan 
hukum, tetapi untuk kepentingan Negara. Bahwa dikaitkan dengan Surat 
Edaran Jaksa Agung tersebut.  
Uli Mafika, Tinjauan Yuridis Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B1113/F/FD.1/05/2010…. 
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2. Perbedaan yang terdapat dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 
B1113/F/FD.1/05/2010 dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi adalah Surat Edaran Jaksa Agung lebih Mengedepankan 
upaya penyelamatan keuangan Negara dan terkait dengan perkara tindak 
pidana korupsi yang nilai kerugian keuangannya kecil perlu untuk 
dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti. Sedangkan UU Tipikor sendiri 
menegaskan bahwa ketika pelaku tindak pidana korupsi mengembalikan 
kerugian keuangan Negara tidak menghapuskan tindak pidana itu sendiri. 
3. Terkait dengan penegakan hukum yang dilakukan kejaksaan terhadap 
tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian yang kecil setelah 
dikeluarkannya Surat Edaran Jaksa Agung, kejaksaan tetap melanjutkan 
proses peradilan terhadap kasus korupsi yang nilai kerugiannya kecil karena 
bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
pemberantasan tindak pidana korupsi, menjelaskan “pengembalian 
kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan 
dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 
Pasal 3” maka, dapat dimengerti bahwa Surat Edaran Jaksa Agung tidak 
mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan 
kerugian keuangan Negara yang kecil, karena secara yuridis Pasal 4 
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi tersebut, memberikan sebuah penjelasan yang membuat 
aparat penegak hukum seperti Jaksa tetap melanjutkan proses peradilan 
terhadap kasus tindak pidana korupsi yang kecil sekalipun. 
Saran 
Berdasarkan hasil Penelitian di atas, maka penulis memilik beberapa saran, 
yaitu : 
1. Seharusnya pembuat Undang-Undang memodifikasi Undang-Undang 
pemberantasan tindak pidana korupsi lebih mengutamakan pengembalian 
kerugian keuangan Negara daripada pemidanaan. Perkara korupsi yang 
dibiayai oleh negara yang begitu tinggi tidak akan ada manfaatnya jika 
Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 26, Nomor 1, Februari 2020, Halaman 1-11.  
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koruptor hanya dipenjara tanpa pengembalian kerugian keuangan Negara 
Diperlukan kesatuan koordinasi dan pemahaman terpadu bagi para aparat 
penegak hukum Negara agar tercipta optimalasi pengembalian kerugian 
keuangan Negara. 
2. Untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan 
negara dalam tindak pidana korupsi, jaksa selaku eksekutor harus lebih 
maksimal dalam melaksanakan tugas dengan dibekali pendidikan khusus 
yang berkaitan dengan bidang tugasnya khususnya dalam pelaksanaan 
pembayaran kerugian keuangan Negara dalam tindak pidana korupsi.  
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